BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

6.2 Saran

Seluruh jenis pajak daerah yang ada di Kota Kupang termasuk dalam
sektor terbelakang dimana pajak daerah tersebut porsinya berada di
bawah rata-rata dan pertumbuhannya kecil serta potensi dan
kemampuan mengelola rendah.

Pajak penerangan jalan memiliki potensi terbelakang yang berada 1V
dengan kontribusi sebesar 0,401% dan laju pertumbuhan sebesar
0,035%.

Sektor pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang paling besar
diantara jenis pajak daerah lainnya namun memiliki laju pertumbuhan

paling kecil diantara jenis pajak daerah lainnya.

Beberapa strategi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

adalah dengan memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah seperti:

1. Pemerintah Daerah harus terus mengevaluasi dan meningkatkan
Kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif penerimaan
Pajak Daerah agar penerimaan Pajak Daerah dapat terus meningkat

setiap tahunnya.
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2. Penentuan target penerimaan pajak seharusnya menggunakan
perhitungan yang matang agar saat pencapaian realisasi tidak
terlalu terpaut jauh dan terkesan sulit untuk mencapai target

tersebut.
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